PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
BIDANG HORTIKULTURA
JABATAN : KEPALA BIDANG HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi
pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAFFY ARNANDA, SP
Jabatan : Kepala Bidang Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RONNY BOWO LEKSONO, MT
Jabatan : PIt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari
Pihak Kedua:/. Pihak Pertama,

Dr. RONNY BOWO LEKSONO, MT FY ARNANDA, SP
Pembina Utama Mud embina
Nip. 19760513 200501 1 012 Nip. 19811223 201102 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
KEPALA BIDANG HORTIKULTURA

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 | Meningkatnya distribusi dan Jumlah produksi hortikultura 8228 Ton
kualitas Sarana Pertanian
2 | Tersedianya penunjang urusan Jumlah Dokumen Penunjang urusan 14 Dokumen
daerah pemerintah Provinsi daerah pemerintah Provinsi
No. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
(1) 2) 3) 4)
1. | Program Penyediaan dan Pengembangan
Sarana Pertanian
Kegiatan Peng'flwasan Mutu, Penyediaan dan Rp.  467.362.000,00 | 3.27.02.1.02.0019
Peredaran Benih Tanaman
2. | Program Penyediaan dan Pengembangan

Sarana Pertanian

Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana

Pertanian

Rp. 7.524.845.000,00 | 3.27.02.1.01.0001

Pihak Kedua,

Dr. RONNY BOWO JEKSONO, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19760513 2005011 012

Pekanbaru,

Januari

Pihak Pertama,

FY ARNANDA, SP

Pembina

Nip. 19811223 201102 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
JABATAN : KEPALA UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi
pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEDI YASMONO, SP, M.Si
Jabatan : Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RONNY BOWO LEKSONO, MT
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Kedua, # Pihak Pertama

. RON BOWO LLEKSONO, MT DEDI YASMONO, SP, M.Si
Pembina Utama Muda Pembina
Nip. 19760513 20050f 1 012 Nip. 19720714 200003 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
KEPALA UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(D 2) 3) “)
1 | Meningkatnya pengawasan mutu dan Persentase pangan segar yang 93,7 Persen
keamanan pangan memenuhi persyaratan dan
mutu keamanan pangan
2 | Tersedianya penunjang urusan daerah Jumlah Dokumen Penunjang 14 Dokumen
pemerintah Provinsi urusan daerah pemerintah
Provinsi
No. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
(1 ) 3) 4
1. | Program Pengawasan | 326.012.052.- APBD
Keamanan Pangan
Kegiatan Pelaksanaan | 326.012.052,- APBD
Pengawasan Keamanan Pangan
Segar Distribusi
Sub Kegiatan Sertifikasi | 165.035.836.- APBD
Keamanan dan Mutu Pangan Segar
Asal Tumbuhan
Sub  Kegiatan = Rekomendasi | 160.976216,- APBD
Perizinan keamanan pangan segar
asal tumbuhan
2. Administrasi Umum Perangkat | 20.289.832,- APBD
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan 8.389.830,- APBD
Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan 7.902.749,- APBD
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Barang | 3.997.253,- APBD
Cetakan dan Penggandaan
3 | Pemeliharaan Barang Milik 41.850.000,- APBD
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | 34.250.000.- APBD
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan




Sub Kegiatan Pemeliharaan 7.600.000.- APBD
Peralatan dan Mesin Lainnya

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama
Dr. BOW(Q LEKSONO, MT DEDI YASMONO, SP, M.Si
Pembina Utama Muda Pembina

Nip. 19760513 200501 1 012 Nip. 19720714 200003 1 010




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT
JABATAN : SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IGA RETNOMO
Jabatan . Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RONNY BOWO LEKSONO, MT
Jabatan : PIt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama

Dr. RO BOWO LEKSONO, MT IGA RETNOMO
Pembina Utama Muda mbina
Nip. 19760513 200501 1 012 Nip. 19840312 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

SEKRETARIS
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1) (2) (3) (4)
1 | Meningkatnya kinerja OPD Persentase pemenuhan kebutuhan 100 Persen
Pelayanan Administrasi Perkantoran
No. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1) (2 3) 4)
I. | Program Penunjang Urusan 54.136.960.950 APBD
Pemerintahan Daerah Provinsi
1. | Kegiatan Perencanaan, 628.575.750,00 APBD
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan 628.575.750,00 APBD
Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
2. | Administrasi Keuangan 47.364.285.488,00 APBD
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji 47.364.285.488,00 APBD
dan Tunjangan ASN
3. | Administrasi Umum Perangkat | 266.136.844 APBD
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan 34.991.838,00 APBD
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan 198.782.067,00 APBD
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Barang | 32.362.939,00 APBD
Cetakan dan Penggandaan
4. | Pengadaan Barang Milik 228.604.272,00 APBD
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana | 228.604.272,00 APBD
dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
5. | Penyediaan Jasa Penunjang 4.587.739.496,00 APBD
Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 15.270.000,00 APBD
Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 1.364.999.296,00 APBD
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 3.207.470.200,00 APBD
Pelayanan Umum Kantor
6. | Pemeliharaan Barang Milik 1.061.619.100,00 APBD
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah




Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 244.530.000,00 APBD
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 274.592.000.00 APBD
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan 223.997.500,00 APBD
Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan 318.499.600,00 APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pekanbaru, Januan 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama

IGX RETNOMO
Pembina Utama Mu mbina
Nip. 19760513 200501 1 012 Nip. 19 312 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
BIDANG KETAHANAN PANGAN
JABATAN : KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi
pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama - WIWIK SURYANI, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RONNY BOWO LEKSONO, MT
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pthak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama
\
¥’
Dr. RONNY BOWO' LEKSONO, MT WIWIK SURYANI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I

Nip. 19760513 200501 1 012 Nip. 19810915 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya diversifikasi dan
ketahanan pangan masyarakat

Skor PPH

93,15

Meningkatnya penanganan
kerawanan pangan

Persentase daerah rentan rawan pangan

Tersedianya penunjang urusan
daerah pemerintah Provinsi

Jumlah Dokumen Penunjang urusan
daerah pemerintah Provinsi

No

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

(1)

(2)

3)

4)

Program Peningkatan Diversifikasi
dan Ketahanan Pangan
Masyarakat

Rp.1.937.824.496

APBD

Kegiatan Pengelolaan dan
Keseimbangan Cadangan Pangan
Provinsi

Rp.1.105.000.000

APBD

Sub Kegiatan Pengadaaan Cadangan
Pangan Pemerintah Provinsi

Rp.1.105.000.000

APBD

Kegiatan Penyediaan dan
Penyaluran Pangan Pokok dan
Pangan Lainnya sesuai Dengan
Kebutuhan Daerah Provinsi dan
Rangka Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan

Rp 654.574.960

APBD

Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan
Pangan Keluarga

Rp.366.600.200

APBD

Sub Kegiatan Pengembangan usaha
Pengolahan Pangan Berbasis Sumber
Daya Lokal

Rp. 111.590.000

APBD

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemantauan Stok,
Pasokan dan Harga Pangan Pokok
Strategis

Rp 18.650.000

APBD

Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan Tingkat Produsen
dan Konsumen di Provinsi

Rp 106.830.000

APBD

Sub Kegiatan Penyediaan prognosa
neraca pangan Wilayah Provinsi

Rp.24.683.656

APBD

Sub Kegiatan Penyediaan Informasi
Harga Pangan Tingkat Produsen dan
Konsumen Wilayah Provinsi

Rp.21.270.000

APBD

Sub Kegiatan Penyusunan Neraca
Bahan Makanan (NBM)

Rp4.951.104

APBD

Kegiatan Promosi Pencapaian
Target Konsumsi Pangan
Perkapital/ Tahun sesuai dengan

Rp 178.249.536

APBD

4.07 Persen

14 Dokumen




Angka Kecukupan Gizi Melalui
Media Provinsi

Sub Kegiatan Promosi
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Rp 133.842.672

APBD

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi,
Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi
Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang
dan Aman (B2SA)

Rp 32.494.104

APBD

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemantauan dan
Evaluasi Konsumsi per Kapita per
Tahun

Rp 6.123.656

APBD

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi dalam pencapaian Skor
Pola Pangan Harapan Provinsi

Rp 5.789.104

APBD

Program Penangan Kerawanan
Pangan

Rp 38.177.380

APBD

Kegiatan Penyusunanan Peta
Kerentangan dan Ketahanan
Pangan Kewenangan Provinsi.

Rp 17.932.380

APBD

Sub Kegiatan Penyusunan,
Pemutakhiran dan Analisis Peta
Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rp 17.932.380

APBD

Kegiatan Penanganan Pangan
Kewenangan Provinsi

Rp 20.245.000

APBD

Sub Kegiatan Penyusunan Peta
Situasi Kewaspadaan Pangan dan
Gizi Provinsi

Rp 20.245.000

APBD

Pemantapan Ketersediaan dan
Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan

Rp 172.744.000

APBN

Koordinasi,Sosialisasi,Bimtek, Monev
dan Pelaporan Distribusi dan
Cadangan Pangan

Rp 23.186.000

APBN

Penguatan Cadangan Pangan Provinsi

Rp 23.186.000

APBN

Rekomendasi Kebijakan
Ketersediaan Pangan

Rp 47.558.000

APBN

Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan
Nasional dan Wilayah

Rp 47.558.000

APBN

Gerakan Pangan Murah yang
dilaksanakan

Rp 102.000.000

APBN

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah

Rp 102.000.000

APBN

Pengendalian Kerawanan Pangan
dan Pemantapan Kewaspadaan
Pangan

Rp 61.476.000

APBN

Koordinasi
Penyelamatan Pangan

Mendukung

Rp 31.476.000

APBN

Koordinasi Mendukung
Penyelamatan Pangan Provinsi

Rp 31.476.000

APBN




Rekomendasi Kebijakan | Rp 30.000.000 APBN
Pengendalian Kerawanan Pangan

Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan | Rp 30.000.000 APBN
dan Kerentanan Pangan (FSVA)

Provinsi

Penganekaragaman Konsumsi dan | Rp 208.600.000 APBN
Keamanan Pangan

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan | Rp 54.000.000 APBN
yang dibina

Fasilitasi dan Pembinaan Otoritas | Rp 54.000.000 APBN
Kompeten Keamanan Pangan Daerah

Kelompok masyarakat yang | Rp 101.600.000 APBN
terfasilitasi penganekaragaman

pangan

Rumah Pangan B2SA Rp 101.600.000 APBN
Pangan Segar yang Memenuhi Syarat | Rp 53.000.000 APBN
Keamanan dan Mutu Pangan

Pengawasan Keamanan dan Mutu | Rp 53.000.000 APBN
Pangan Segar Provinsi

Dukungan Manajemen dan Teknis | Rp 56.308.000 APBN
Lainnya Badan Pangan Nasional

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah | Rp 56.308.000 APBN
Daerah

Operasional Satker Dekonsentrasi Rp 56.308.000 APBN

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak ma
\
|
Dr. RONNY BOWQ LEKSONO, MT WIWIK SURYANI, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda Pembina Tingkat |
Nip. 19760513 200501 1 012 Nip. 19810915 200012 2 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadlin Holida, SP, M.Si
Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ronny Bowo Leksono, MT
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Pit. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Riauj dan Hortikultura Provinsi Riau

Dr. Rorthy Bowo Leksono, M.T. Fadlin Holida, SP, M.Si

Pembina Utama Muda Pembina TKII
NIP.197605132005011012 NIP. 196810131994032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU
No. SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) 2) 3) @)
Persentase Penanganan
) . Bencana Pertanian; 100 persen
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan
1| bencana pertanian Persentase penanganan
dampak perubahan iklim 100 persen
terhadap pertanian
Persentase pemenuhan
’ Meningkatnya kinerja OPD kebutuhan Pelayanan 100 persen
Administrasi Perkantoran
NO | KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana
1. Peitaiiian Provinsi 856.984.660,00
2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 135.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
3 Urusan Pemerintahan Daerah HI2280.000,00
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 308.067.776.00
Daerah
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 14.288.182,00
Total 1.416.620.618,00
Pekanbaru, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Riau

Dr. RONNY BOWO/LEKSONO, M.T.
Pembina Utama Mu
NIP.197605132005011012

Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Riau

FADLIN HOLIDA, SP, M.Si

Pembina TK.I
NIP. 196810131




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PERTANIAN
JABATAN : KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi
pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SULAIMAN, SP
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RONNY BOWO LEKSONO, MT
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

inbaru, Januari 2026
Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Dr. RO BOWO LEKSONO, MT SUL/
Pembina Utama Mud
Nip. 19760513 200501 1 012 Nip. 19750206 199703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PERTANIAN

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 | Meningkatnya distribusi dan Cakupan luas lahan pertanian LP2B 10400 Ha
kualitas Prasarana Pertanian yang dikelola
2 | Tersedianya penunjang urusan Jumlah Dokumen Penunjang urusan 14 Dokumen
daerah pemerintah Provinsi daerah pemerintah Provinsi
No. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
(0] (2 (3) (4)

PEMERINTAH PROVINSI
RIAU

1. | Program Penyediaan dan Rp 3.712.788.410,- APBD
Pengembangan Prasarana
Pertanian
Kegiatan Penataan Prasarana Rp 3.712.788.410,- APBD
Pertanian
Sub Kegiatan Koordinasi, Rp 1.367.304.325,- APBD
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pengelolaan Jalan Usaha Tani
Sub Kegiatan Koordinasi, Rp 2.345.484.085,- APBD
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pengelolaan Jaringan Irigasi di
Tingkat Usaha Tani
Total APBD Rp 3.712.788.410,-
UNIT ORGANISASI ANGGARAN KETERANGAN
ESELON I KEMENTERIAN
PERTANIAN
Direktorat Jenderal Lahan Rp 74.742.834.000 APBN
dan Irigasi Pertanian

1. | Program Prasarana Rp 73.992.834.000 APBN
Pengembangan Kawasan
Kegiatan Cetak Sawah (QW) Rp 33.045.750.000 APBN
Sub Kegiatan Bantuan olah Rp 450.000.000,- APBN
lahan seluas 500 Ha di Kab.
Rokan Hilir
Sub Kegiatan Dokumen Rp 620.750.000,- APBN
Rencana Teknis (DRT) Cetak
Sawah seluas 955 Ha
Sub Kegiatan Konstruksi Cetak | Rp 31.500.000.000,- APBN
Sawah seluas 900 Ha
Sub Kegiatan Pengawasan Rp 300.000.000,- APBN
Cetak Sawah seluas 900 Ha
Sub Kegiatan Dokumen Rp 175.000.000,- APBN
Lingkungan Cetak Sawah
seluas 955 Ha
Kegiatan Optimasi Lahan Rp 40.947.084.000,- APBN
(OPLA)




Sub Kegiatan Dokumen
Rencana Teknis (DRT) OPLA
seluas 7.038 Ha

Rp 1.759.500.000,-

APBN

Sub Kegiatan Konstruksi
OPLA seluas 7.038 Ha

Rp 32.374.800.000,-

APBN

Sub Kegiatan Bantuan Olah
Lahan seluas 7.038 Ha

Rp 478.584.000,-

APBN

Sub Kegiatan Pengawasan
Konstruksi OPLA seluas 7.038
Ha

Rp 6.334.200.000,-

APBN

Program Prasarana Bidang
Pertanian, Kehutanan dan
Lingkungan Hidup

Rp 750.000.000,-

APBN

Kegiatan Irigasi Perpompaan
dan Perpipaan

Rp 450.000.000,-

APBN

Kegiatan Bangunan Konservasi
Air Pertanian

Rp 300.000.000,-

APBN

Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana
Pertanian

Rp 1.406.840.000,-

APBN

Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Pertanian

Rp 1.200.000.000,-

APBN

Kegiatan Pengawasan
Peredaran Sarana Pertanian

Rp 1.200.000.000,-

APBN

Sub Kegiatan Pengawasan
Sebaran Pupuk, Pestisida
Alsintan dan Sarana Pendukung
Pertanian

Rp 1.200.000.000,-

APBN

Program Ketersediaan Akses
dan Konsumsi Pangan
Berkualitas

Rp 206.840.000,-

APBN

Kegiatan Pengelolaan Sistem
Penyediaan dan Pengawasan
Alat Mesin Pertanian

Rp 206.840.000,-

APBN

Sub Kegiatan Alat dan Mesin
Pertanian Pra Panen Sub Sektor
Tanaman Pangan

Rp 206.840.000,-

APBN

Total APBN

Rp 76.149.674.000

APBN

Dr. RONNY BOWO L EKSONO, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19760513 200501 1 012

Pembina
Nip. 19750
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
BIDANG TANAMAN PANGAN
JABATAN : KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN

Dalam rgngka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi
pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WISNU HANDANA, S.TP
Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RONNY BOWO LEKSONO, MT
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama
Dr. RONNY BOWOLEKSONO, MT WISNU HANDANA, S.TP
Pembina Utama Muda Pembina Tk. I
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya distribusi dan
kualitas Sarana Pertanian

Jumlah produksi tanaman pangan

252.497 Ton

Tersedianya penunjang urusan
daerah pemerintah Provinsi

Jumlah Dokumen Penunjang urusan
daerah pemerintah Provinsi

14 Dokumen

No

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

“)

Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Pertanian

Rp. 6.457.895.000,00

APBD

Kegiatan Pengawasan Mutu,
Penyediaan dan  Peredaran
Benih Tanaman Pangan

Rp. 3.263.460.000,00

APBD

Sub Kegiatan Pengawasan
Mutu dan Peredaran Benih
Tanaman Pangan

Rp. 3.263.460.000,00

APBD

Kegiatan Pengawasan
Peredaran Sarana Pertanian

Rp. 3.194.435.000,00

APBD

Sub Kegiatan Pengawasan
Sebaran Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan

Rp. 3.194.435.000,00

APBD

UNIT ORGANISASI
ESELON I KEMENTERIAN
PERTANIAN

Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan

Program Ketersediaan, Akses
dan Konsumsi Pangan
Berkualitas

Rp. 68.685.000,00

APBN

Kegiatan Pengelolaan Sistem
Perbenihan Tanaman Pangan

Rp. 67.460.000,00

APBN

Sub Kegiatan Sertifikasi Produk

Rp. 67.460.000,00

APBN

Kegiatan Pengelolaan Produksi
Aneka Kacang dan Umbi
Tanaman Pangan

Rp.  225.000,00

APBN

Sub Kegiatan Koordinasi,
Bimbingan Teknis, Monitoring
dan Evaluasi Aneka Kacang dan
Umbi

Rp.  225.000,00

APBN




Kegiatan Pengelolaan Produksi | Rp. 1.000.000,00 APBN
Tanaman Serealia Tanaman
Pangan

Sub  Kegiatan Koordinasi, | Rp. 1.000.000,00 APBN
Bimbingan Teknis, Monitoring
dan Evaluasi Produksi Tanaman
Serealia Tanaman Pangan

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama
Dr. RONNY BOWO LEKSONO, MT WISNU HANDANA, S.TP
Pembina Utama Mu Pembina Tk. I

Nip. 19760513 200501 1 012 Nip. 19750824 200604 1 004




